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P U T  U S A N 

Nomor  258/Pdt.G/2018/PA.Ek. 

 
  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara  cerai gugat antara : 

PENGGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, 

selanjutnya disebut Penggugat; 

Melawan 

TERGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak 

ada, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARANYA 

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 

September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Enrekang dalam register dengan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah 

melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 09 Februari 2011, 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/12/II/2011, yang dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 

11 Februari 2011; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Makassar di 

Disclaimer
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rumah tante Penggugat selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana 

layaknya suami istri  serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama  

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 7 tahun dan anak tersebut 

tinggal bersama dengan Penggugat; 

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 

namun April tahun 2011 antara  Penggugat dan Tergugat pisah tempat 

tinggal yang disebabkan antara lain : 

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada 

Penggugat 

b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan dan 

sepengetahuan Penggugat 

c. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi nafkah 

kepada Penggugat 

4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal 

bersama lag selama 7 tahu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada 

lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugugat; 

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi 

komunikasi; 

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga 

tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap 

Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup 

bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan 

perceraian; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat 

mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim  yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai 

berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT  terhadap 

Penggugat, PENGGUGAT ; 
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku; 

Subsider : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  hadir dalam 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula  

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ek. 

tanggal 09 Oktober 2018, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut 

tidak disebabkan oleh alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah 

tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap 

kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan 

bahwa ia tetap pada gugatannya semula; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil  gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy  Kutipan Akta Nikah Nomor : 

39/12/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, 

Kabupaten Enrekang tanggal 11 Februari 2011 yang telah bermateraikan cukup 

dan dinazegelen ( P.1 ) ; 

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 

bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:  

1. SAKSI I, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman di Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung  

Penggugat; 
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah  

dikaruniai 1  orang anak; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya kurang lebih 

sebulan lamanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;  

− Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011 

dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada mengirimkan nafkah; 

− Bahwa sudah ada usaha dari saksi mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi 

merukunkannya saat ini; 

2. SAKSI II, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman di Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah  

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante  

Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah  

dikaruniai 1  orang anak; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun 

lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 7 tahun 

lamanya; 

− Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah kembali serta 

tidak ada mengirimkan nafkah; 

− Bahwa sudah ada usaha dari saksi mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi 

merukunkannya saat ini; 

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat  

membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut 

telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya 

tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal 

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat 

serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta 

membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, 

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan 

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan  

mengadili dan memutus perkara a quo; 

 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir 

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil 

dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh 

suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat 

sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. dapat diputus dengan verstek; 

 Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits 

Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96, dari Al Hasan, 

sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: 

 له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

artinya : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di 

persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk 

orang yang dhalim dan gugurlah haknya”; 

 Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai 

secara ringkas pada pokoknya adalah: 
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- Bahwa sejak bulan April 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi 

hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut 

di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain 

Sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan 

terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat 

dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara 

aquo adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan 

apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat 

tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup 

alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah  

tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti;     

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut 

tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, 

Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan 

dalam Pasal 283 R. Bg juncto Pasal 1865 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang 

pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 

P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna 

dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 

R.Bg. juncto Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan 

Tergugat  terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tentang dalil-dalil perceraiannya 

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II, masing-

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada 

pokoknya membenarkan bahwaTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 

sudah 7 tahun lamanya tanpa pernah mengirim nafkah dan tidak saling 

memperdulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak 

ada hasilnya;  
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Menimbang, bahwa kedua saksi  telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  

dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena 

itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti  

P.1 serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah 

dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut:  

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada 

tanggal 9 Februari 2011; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 

bulan April 2011  hingga sekarang sudah 7 tahun 6 bulan lamanya dan tidak 

pernah kembali lagi;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 

memperdulikan lagi; 

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh -

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu 

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat h idup 

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu  pihak 

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak 

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2018/PA.Ek 

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karenaTergugat 

pergi meninggalkan Penggugat  hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal 

selama 7 tahun 6 bulan lamanya tanpa pernah kembali lagi meskipun telah 

diupayakan oleh pihak keluarga agar tetap rukun tapi upaya tersebut tidak 

berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali; 

 Menimbang, bahwa disyari'atkannya pernikahan sebagai 

mitsaqon gholidon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk 

menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun 

dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di mana 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat 

sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan 

Tergugat, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi; 

 Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak 

telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti 

yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut 

telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka 

diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada 

maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai 

maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan 

majelis dalam perkara ini berbunyi: 

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء  

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa mempertahankan perkawinan yang 

demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya 

dalil gugatan Penggugat  telah memenuhi maksud dan ketentuan ketentuan 

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat 

patut dikabulkan; 

 Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 

Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  

Rp  291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada 

hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 

1440 H oleh kami : Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila 

Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam 

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut 

serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota,    Ketua Majelis 

 

 

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.   Slamet, S.Ag., S.H., M.H.  
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Hakim Anggota 

 

 

Yusuf Bahrudin, S.HI.   Panitera Pengganti 

 

 
 

Drs. Syamsuddin 

Rincian biaya perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Biaya ATK : Rp.  50.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00 

4. Redaksi : Rp. 5.000,00 

5. Materai  : Rp.  6.000,00 

Jumlah  : Rp. 291.000,00 

          (dua ratus sembilan puluh satu  ribu rupiah) 
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